BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tanggal
21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian
Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi
PeduliLindungi dan Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor 400/8615/0OTDA tanggal 27 Desember 2021
tentang Fasilitasi Penyiapan dan Penyesuaian
Peraturan Kepala Daerah tentang Penerapan
Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan
Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sehingga
perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin
dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai
Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus
Disease 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan
dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II
Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang
Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulanagn Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5587), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negera
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6236);

6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaran Kedaruratan Bencana Pada
Kondisi Tertentu;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2020 tentang Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah
Daerabh;
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8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru
Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus
Disease 20109,

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37
Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal
Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun
2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus
Disease 20189,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN
HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS

DISEASE 20189.
Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020
tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan
Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
diubah sebagai berikut:

1. Pasal 3 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Setiap orang wajib:

a.

b.

€.

f.

menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan
dengan menutupi hidung dan mulut;

mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan
air mengalir;

pembatasan interaksi fisik;

meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Prilaku
Hidup Bersih dan Sehat;

mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan; dan
melaporkan kepada tenaga kesehatan jika diri sendiri
dan/atau keluarga mengalami gejala COVID-19.

(2) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung
jawab tempat dan fasilitas umum, dengan menerapkan protokol
kesehatan wajib :
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a. mempunyai SOP terkait pelaksanaan protokol kesehatan;

melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai

media informasi untuk memberikan pengertian dan
pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian

COVID-19;

c. menyediakan sarana pencuci tangan pakai sabun yang
mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan
cairan pembersih tangan;

d. melakukan identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi
setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;

e. melakukan pengaturan jaga jarak;

f. melakukan pembersihan dan disinfektan lingkungan paling
sedikit satu kali dalam satu hari;

g melakukan penegakan disiplin pada prilaku masyarakat yang
berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19;

h. fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk
mengantisipasi penyebaran COVID-19; dan

i. menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

c

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c¢, huruf e, dan huruf f,
dikenakan sanksi :

a. teguran lisan atau teguran tertulis;

b. kerja sosial selama 1 (satu) jam;

c. membeli 5 (lima ) buah masker;

d. denda administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu
rupiah).

(2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pelaku
usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat
dan fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat diberikan
sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan atau
pencabutan izin berusaha sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi berupa teguran lisan atau teguran tulisan hanya
diberikan pada masa sosialisasi yaitu 15 (lima belas) hari setelah
diundangkannya Peraturan Bupati ini.

(4) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Satpol PP berkoordinasi dengan Tentara Nasional
Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Gugus
Tugas Daerah dan kementrian/lembaga terkait lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau
kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal- 3. pMaret 2022
Pz VA ~
SELATAN,

Diundangkan di Painan
pada tanggal & Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 NOMOR

......
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